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Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial bersyarat yang
terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin di berbagai wilayah Indonesia.
Di Provinsi Lampung, program ini memiliki posisi strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan
sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang masih
menghadapi keterbatasan akses layanan dasar. Arah kebijakan PKH Lampung 2025-2030
berfokus pada pembentukan keluarga yang mandiri melalui peningkatan kapasitas ekonomi,
pendidikan, dan kesehatan. Sasaran utama program ini mencakup hampir 400.000 Keluarga
Penerima Manfaat (KPM), dengan prioritas pada rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah,
ibu hamil, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi
kasus dengan menitikberatkan pada strategi pelaksanaan PKH Lampung 2025-2030 yang
mengintegrasikan pemanfaatan data, teknologi, serta kerja sama multipihak. Analisis SWOT
diterapkan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman program, terutama pada
praktik yang berlangsung di Desa Tanjung Harapan, Lampung Tengah. Studi lapangan
memperlihatkan keberhasilan pemberdayaan KPM melalui sinergi dengan dinas sosial, pelatihan
kewirausahaan, serta pengembangan usaha menjahit dan konveksi berbasis koperasi yang
dipasarkan melalui platform digital. Hasil penelitian menegaskan bahwa peran pendamping
sosial PKH memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas program, meskipun
masih terdapat kendala pada kapasitas SDM dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu,
penguatan kompetensi melalui pelatihan berjenjang, pemberian insentif yang proporsional,
integrasi program pemberdayaan ekonomi, roadmap digitalisasi, serta monitoring partisipatif
menjadi langkah penting. Dengan strategi ini, efektivitas PKH di Lampung dapat berkelanjutan,
sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan.

ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH) is a form of conditional social assistance that has proven
effective in improving the quality of life of poor families in various regions of Indonesia. In
Lampung Province, this program plays a strategic role in poverty alleviation efforts while
strengthening community social resilience, particularly in rural areas that still face limited access
to basic services. The policy direction of the PKH Lampung 2025-2030 program focuses on
building independent families through increasing economic capacity, education, and health. The
program's primary target group is nearly 400,000 Beneficiary Families (KPM), with priority given
to households with school-age children, pregnant women, the elderly, and people with
disabilities. This research uses a case study approach, emphasizing the implementation strategy
of the PKH Lampung 2025-2030 program, which integrates the use of data, technology, and
multi-stakeholder collaboration. A SWOT analysis is applied to assess the program's strengths,
weaknesses, opportunities, and threats, particularly in practice in Tanjung Harapan Village,
Central Lampung. Field studies demonstrate the success of empowering beneficiary families
(KPM) through synergy with social services, entrepreneurship training, and the development of
cooperative-based sewing and garment businesses marketed through digital platforms. The
research confirms that the role of PKH social facilitators significantly contributes to increasing the
program's effectiveness, although challenges remain in human resource capacity and cross-
sector coordination. Therefore, strengthening competencies through tiered training, providing
proportional incentives, integrating economic empowerment programs, a digitalization roadmap,
and participatory monitoring are crucial steps. With this strategy, the effectiveness of PKH in
Lampung can be sustained while reducing the community's dependence on aid.

PENDAHULUAN

Provinsi Lampung dikenal luas sebagai salah satu daerah penyangga ekonomi utama di kawasan
Sumatra bagian selatan (Nguyen et al., 2023). Secara geografis, wilayah ini memiliki posisi yang sangat
strategis karena menjadi jalur penghubung vital antara Pulau Jawa dan Sumatra. Letak tersebut
menjadikan Lampung berperan penting dalam arus perdagangan, distribusi barang, serta mobilitas
masyarakat antar pulau. Selain faktor geografis, Lampung juga memiliki kekayaan sumber daya alam
yang besar dan beragam (Reitan et al., 2024). Potensi tersebut terlihat jelas pada sektor pertanian,
perkebunan, dan perikanan yang menjadi tumpuan ekonomi sebagian besar masyarakat. Namun
demikian, potensi besar yang dimiliki belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan mendasar di
tingkat daerah. Lampung masih dihadapkan pada tantangan serius dalam mewujudkan pemerataan
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pembangunan di seluruh wilayah. Persoalan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup
masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan (Laranjeira et al., 2022).
Berdasarkan data terkini yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Provinsi
Lampung masih tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini semakin terasa di
kawasan pedesaan dan daerah terpencil, di mana keterbatasan akses terhadap berbagai layanan dasar
masih cukup nyata. Layanan yang dimaksud mencakup akses pendidikan yang memadai, fasilitas
kesehatan yang terjangkau, serta perlindungan sosial yang adil (Cummer et al., 2021). Situasi tersebut
memperlihatkan adanya kesenjangan pembangunan yang perlu segera diatasi agar manfaat
pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat Lampung.

Dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan pembangunan,
pemerintah menghadirkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu instrumen kebijakan di
bidang perlindungan sosial (Peterson et al., 2021). PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemenuhan hak-hak dasar di
sektor pendidikan, kesehatan, serta aspek sosial lainnya. Program ini tidak sekadar memberikan bantuan
tunai, melainkan juga diarahkan untuk mendorong perubahan perilaku sosial yang lebih berkelanjutan.
Dengan adanya intervensi jangka panjang, PKH diharapkan mampu membentuk keluarga penerima
manfaat (KPM) yang lebih mandiri, produktif, dan memiliki daya saing dalam meningkatkan taraf
hidupnya. Kemandirian tersebut diharapkan berkontribusi terhadap pembangunan daerah secara
menyeluruh, terutama dalam memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat (Rice, 2023) . Dalam
konteks pelaksanaan, keberhasilan PKH sangat bergantung pada peran pendamping sosial yang menjadi
ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Mereka tidak hanya bertugas sebagai penghubung
kebijakan pemerintah dengan penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai motivator, fasilitator,
sekaligus agen perubahan sosial yang memastikan agar tujuan PKH dapat tercapai sesuai harapan.

Periode 2025-2030 menjadi tahap penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
di Provinsi Lampung. Pada fase ini, PKH tidak lagi diposisikan hanya sebagai program bantuan karitatif,
melainkan diarahkan untuk berfungsi sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat miskin
(Thomas, 2022). Melalui integrasi pemanfaatan data, penerapan teknologi digital, serta kolaborasi lintas
sektor, PKH diharapkan mampu memperkuat proses pemberdayaan dan kemandirian keluarga penerima
manfaat. Arah kebijakan ini selaras dengan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung, yaitu
Lampung Maju, Menuju Indonesia Emas 2040. Dalam konteks tersebut, pendamping sosial memegang
peranan kunci, karena merekalah yang berfungsi sebagai penghubung langsung antara kebijakan
pemerintah dengan dinamika sosial masyarakat di tingkat akar rumput.

Pendamping sosial PKH di Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab utama dalam mendampingi
keluarga penerima manfaat agar dapat memanfaatkan bantuan sesuai dengan sasaran program. Peran
mereka tidak hanya terbatas pada pemberian edukasi, tetapi juga mencakup pembinaan perubahan
perilaku serta dukungan terhadap proses kemandirian ekonomi dan sosial keluarga (Thompson et al.,
2021). Meskipun demikian, kinerja pendamping kerap menghadapi kendala, baik yang disebabkan oleh
keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya sarana penunjang kerja, maupun tantangan
koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, evaluasi terhadap peran dan efektivitas
pendamping sosial menjadi langkah penting guna menghasilkan strategi perbaikan yang tepat, adaptif,
dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

Salah satu persoalan utama dalam implementasi PKH di Provinsi Lampung adalah adanya
kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kondisi ini menyebabkan keluarga
miskin di daerah terpencil sering menghadapi hambatan dalam memperoleh akses pendidikan dan
layanan kesehatan yang memadai, sehingga membutuhkan pendampingan yang lebih intensif
(Fernandez-Medina et al., 2022). Dalam konteks tersebut, kinerja pendamping sosial tidak hanya dilihat
dari aspek administratif dalam pengelolaan program, melainkan juga dari kemampuan mereka
membangun komunikasi efektif, memberikan motivasi, serta memperluas jejaring sosial yang mendukung
upaya pemberdayaan keluarga penerima manfaat (Susanti et al., 2024). Oleh karena itu, evaluasi
terhadap kinerja pendamping sosial menjadi sangat penting guna menilai sejauh mana keberhasilan PKH
dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Provinsi
Lampung.

Selain persoalan kapasitas sumber daya manusia, kinerja pendamping sosial juga sangat
dipengaruhi oleh kebijakan insentif serta dukungan kelembagaan yang menyertainya. Peningkatan
kompetensi melalui pelatihan berjenjang menjadi kebutuhan penting agar pendamping mampu
menjalankan tugas secara optimal, sementara insentif yang proporsional diperlukan untuk menjaga
motivasi dan kinerja mereka di lapangan. Ketika dukungan tersebut tidak terpenuhi, efektivitas
pelaksanaan PKH berpotensi menurun dan berdampak pada rendahnya partisipasi keluarga penerima
manfaat dalam program. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memfokuskan perhatian pada
aspek teknis penyelenggaraan PKH semata, tetapi juga mengkaji secara mendalam bagaimana insentif,
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mekanisme koordinasi lintas sektor, serta dukungan kelembagaan berperan dalam menentukan kualitas
kinerja pendamping sosial di Provinsi Lampung.

Transformasi Program Keluarga Harapan (PKH) di masa mendatang sangat ditentukan oleh
pemanfaatan teknologi digital yang mampu memperkuat efektivitas pelaksanaannya (Aritonang &
Trimurni, 2024). Penyusunan roadmap digitalisasi dari tahap registrasi hingga monitoring dampak
diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi program secara menyeluruh. Selain itu,
pengintegrasian PKH dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi, seperti pengembangan UMKM,
penguatan koperasi desa, serta pertanian keluarga, menjadi strategi penting untuk membangun
kemandirian keluarga penerima manfaat (Salma Nailin Naja & Abdul Roziq Asrori, 2024). Dalam konteks
ini, pendamping sosial memegang peran sentral, tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai
penggerak integrasi dengan memberikan pendampingan yang konsisten, memperkuat jejaring
kolaboratif, serta melakukan advokasi terhadap kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat
secara berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilaksanakan di
beberapa wilayah Provinsi Lampung (Whitaker et al., 2021). Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta analisis terhadap dokumen yang berkaitan
dengan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Fokus kajian diarahkan pada evaluasi kinerja
pendamping sosial, dengan menelaah faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan
yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas. Selain itu, penelitian ini juga menilai implikasi kebijakan
yang dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan
program (Komalasari & Nugroho, 2023). Hasil yang diperoleh diharapkan tidak hanya memberi
sumbangan akademik dalam pengembangan kajian kebijakan sosial, tetapi juga memberikan manfaat
praktis sebagai rekomendasi strategis dalam memperkuat peran PKH di Lampung (Berthelot et al., 2021).
Pada saat yang sama, temuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan penting bagi
perumusan kebijakan sosial di tingkat nasional.

Beberapa penelitian terdahulu menjadi acuan dalam penelitian ini. Muijsenberg et al., (2024)
meneliti efektivitas PKH di Jawa Tengah dan menemukan bahwa persoalan utama adalah lemahnya
koordinasi antarinstansi, sedangkan penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada peran pendamping
sosial di Provinsi Lampung. Selanjutnya, Fourlas et al., (2022) melalui kajiannya di Jawa Barat
menekankan pentingnya penerapan sistem aplikasi terintegrasi dalam digitalisasi PKH, sementara
penelitian ini tidak hanya membahas digitalisasi, tetapi juga mengaitkannya dengan integrasi program
pemberdayaan ekonomi lokal. Adapun Wahyudi, (2024) menyoroti peran PKH dalam meningkatkan
pendidikan anak penerima manfaat di Sumatera Barat, berbeda dengan penelitian ini yang
menitikberatkan analisis pada kinerja pendamping sosial sebagai elemen penting dalam kesuksesan
program. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki distingsi yang jelas, yaitu menjadikan kinerja
pendamping sosial sebagai fokus utama analisis sekaligus menghubungkannya dengan dinamika
pembangunan daerah di Lampung.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dipilih untuk
memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kinerja pendamping sosial PKH dalam
menjalankan program di Provinsi Lampung. Metode studi kasus dinilai tepat karena memberikan ruang
bagi peneliti untuk mengkaji fenomena secara kontekstual sesuai dengan dinamika yang terjadi di
lapangan. Fokus kajian diarahkan pada strategi implementasi PKH Lampung 2025-2030 yang
menekankan integrasi pemanfaatan data, penggunaan teknologi, serta kolaborasi multipihak sebagai
bagian dari transformasi menuju pemberdayaan keluarga penerima manfaat. Unit analisis utama
penelitian adalah peran pendamping sosial dalam melaksanakan fungsi edukasi, pendampingan, dan
fasilitasi integrasi program pemberdayaan di tingkat desa (Utami et al., 2020). Melalui kerangka ini,
penelitian diharapkan mampu menghadirkan gambaran utuh mengenai tantangan, capaian, sekaligus
peluang dalam memperkuat peran pendamping sosial di Lampung.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Tanjung Harapan, Kabupaten Lampung Tengah, karena
dianggap representatif dalam menggambarkan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat
ketergantungan tinggi terhadap program bantuan sosial, sekaligus menyimpan potensi ekonomi lokal
yang terus berkembang. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan
berbagai pihak terkait, seperti pendamping sosial PKH, aparat desa, dinas sosial, serta keluarga
penerima manfaat. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi partisipatif terhadap kegiatan
pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, disertai dengan penelaahan dokumen berupa kebijakan,
laporan program, dan data resmi PKH (Mubarak & Juwita, 2024). Untuk menjamin keabsahan data,
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digunakan metode triangulasi dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen.
Analisis data selanjutnya dilakukan dengan pendekatan SWOT guna mengidentifikasi kekuatan,
kelemahan, peluang, serta ancaman yang berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pendamping sosial
PKH di lapangan.

Temuan penelitian di lapangan memperlihatkan adanya bentuk konkret pemberdayaan keluarga
penerima manfaat yang terwujud melalui kolaborasi antara dinas sosial, kegiatan pelatihan
kewirausahaan, serta pengembangan usaha berbasis koperasi desa. Salah satu praktik yang menonjol
adalah usaha menjahit dan konveksi yang dijalankan KPM dengan bimbingan pendamping sosial,
kemudian dipasarkan melalui media digital untuk memperluas akses pasar. Data tersebut ditelaah secara
komprehensif guna menilai sejauh mana sinergi lintas sektor mampu meningkatkan kemandirian ekonomi
keluarga miskin di pedesaan (Dias et al., 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak terbatas pada
evaluasi administratif pelaksanaan program, melainkan juga mengkaji aspek sosial, ekonomi, dan
teknologi yang terintegrasi dalam praktik pendampingan. Oleh karenanya, metode penelitian ini
diarahkan untuk menghasilkan temuan yang aplikatif serta menjadi pijakan bagi perumusan rekomendasi
kebijakan dalam memperkuat kinerja pendamping sosial PKH di Provinsi Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pendamping sosial PKH di Provinsi Lampung
memegang peranan krusial dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Peran mereka tidak
sekadar sebagai penyalur bantuan, melainkan juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar menggunakan bantuan sesuai tujuan. Melalui aktivitas
pendampingan seperti pertemuan kelompok, penyuluhan tentang kesehatan dan pendidikan, serta
pelatihan kewirausahaan, pendamping sosial mampu menumbuhkan kesadaran KPM mengenai
pentingnya kemandirian. Hasilnya terlihat dari semakin banyaknya keluarga penerima manfaat yang
mulai aktif mengembangkan usaha kecil berbasis lokal. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan
adanya keterbatasan yang cukup nyata, terutama pada aspek kapasitas sumber daya manusia
pendamping yang belum merata, baik dalam hal kompetensi maupun ketersediaan fasilitas penunjang
kerja.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan PKH masih menghadapi hambatan dalam hal
koordinasi lintas sektor. Walaupun telah terjalin kerja sama dengan dinas sosial, sektor pendidikan, serta
layanan kesehatan, koordinasi tersebut belum berlangsung secara maksimal. Keterbatasan ini
berimplikasi pada tersendatnya integrasi program pemberdayaan yang seharusnya menopang
keberlanjutan PKH. Beberapa pendamping sosial bahkan menyatakan adanya kesulitan dalam
menghubungkan KPM dengan akses ke program UMKM maupun koperasi desa akibat lemahnya
komunikasi antarinstansi. Situasi ini membuat sebagian besar KPM tetap bergantung pada bantuan tunai,
meskipun terdapat upaya pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan
pentingnya strategi koordinasi yang lebih efektif agar pendamping sosial dapat bekerja dalam kerangka
kolaborasi lintas sektor, bukan secara terpisah.

Walaupun masih ditemui berbagai kendala, peran pendamping sosial dalam meningkatkan
efektivitas program tetap memberikan kontribusi yang berarti. Salah satu bukti konkret keberhasilan
tersebut adalah meningkatnya partisipasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan
pendidikan dan kesehatan. Temuan lapangan memperlihatkan adanya penurunan jumlah anak yang
putus sekolah serta bertambahnya kunjungan ibu hamil dan balita ke fasilitas kesehatan. Pencapaian ini
tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif pendamping sosial yang secara konsisten memberikan
edukasi dan motivasi kepada keluarga. Selain itu, bentuk keberhasilan lain tampak dari munculnya
inisiatif pemberdayaan ekonomi KPM melalui usaha produktif, seperti kegiatan menjahit, konveksi, dan
pengolahan hasil pertanian yang dipasarkan melalui platform digital. Fakta ini menunjukkan bahwa
melalui pendampingan yang tepat, keluarga miskin berpotensi menjadi lebih mandiri secara ekonomi
serta mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat di tingkat lokal. Dilihat dari
perspektif manajemen program, penelitian ini menekankan urgensi pelatihan berjenjang bagi pendamping
sosial sebagai upaya meningkatkan kualitas kerja mereka. Kemampuan pendamping dalam mengelola
data, mengoptimalkan penggunaan teknologi, serta membangun komunikasi efektif dengan masyarakat
terbukti sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi PKH. Studi kasus di Desa Tanjung
Harapan, Lampung Tengah, menunjukkan bahwa pendamping yang mengikuti pelatihan secara rutin
lebih berhasil mengintegrasikan PKH dengan berbagai program pemberdayaan desa. Sebaliknya,
pendamping yang kurang mendapatkan pelatihan cenderung hanya fokus pada pekerjaan administratif
tanpa mendorong aspek pemberdayaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya
kebijakan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, disertai pemberian insentif berbasis kinerja,
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guna menjaga motivasi dan meningkatkan efektivitas peran pendamping sosial. Secara umum, temuan
penelitian menunjukkan bahwa pendamping sosial PKH memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung
keberhasilan pelaksanaan program di Provinsi Lampung, meskipun masih menghadapi tantangan besar
terkait keterbatasan sumber daya manusia serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Peran mereka
tercermin dari meningkatnya akses KPM terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi
produktif, yang menjadi indikator penting dalam membangun kemandirian keluarga miskin. Meski
demikian, guna mencapai tingkat efektivitas yang lebih optimal, diperlukan kebijakan strategis yang
terarah, seperti penguatan ekosistem pemberdayaan ekonomi, penyusunan roadmap digitalisasi PKH,
serta penerapan sistem monitoring partisipatif yang akuntabel dan transparan. Dengan demikian,
penelitian ini menegaskan bahwa kinerja pendamping sosial merupakan aspek fundamental yang harus
mendapat perhatian serius dalam rangka memperkuat pembangunan sosial berkelanjutan di Provinsi
Lampung.

Pembahasan
Peningkatan Kapasitas SDM

Pembahasan awal menyoroti urgensi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)
pendamping sosial PKH melalui program pelatihan berjenjang serta pemberian insentif. Temuan
penelitan memperlihatkan bahwa sebagian besar pendamping sosial di Provinsi Lampung masih
mengalami keterbatasan dalam hal penguasaan teknologi, pengelolaan data, dan metode pemberdayaan
masyarakat (Dias et al., 2023). Pelatihan yang berkesinambungan dan terstruktur menjadi faktor penting
untuk membekali mereka dengan keterampilan baru, terutama dalam menghadapi tuntutan digitalisasi
program. Selain itu, penghargaan berupa insentif bagi pendamping yang berprestasi terbukti efektif
dalam meningkatkan semangat kerja sekaligus memperkuat komitmen mereka di lapangan. Apabila
peningkatan kapasitas dan penghargaan tidak dioptimalkan, maka kinerja pendamping dikhawatirkan
akan stagnan sehingga menghambat pencapaian tujuan PKH (S. et al., 2023). Dengan demikian, strategi
pengembangan SDM perlu disusun secara menyeluruh yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan, serta sikap profesional pendamping sosial.

Penguatan Ekosistem Pemberdayaan

Pembahasan kedua menekankan urgensi penguatan ekosistem pemberdayaan yang
menghubungkan PKH dengan program lain, seperti pertanian keluarga, UMKM, dan koperasi desa (Ene
et al.,, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika bantuan sosial dipadukan dengan kegiatan
ekonomi produktif, keluarga penerima manfaat (KPM) lebih cepat beralih menuju kemandirian. Integrasi
ini tidak hanya meningkatkan penghasilan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi yang
berkesinambungan. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari keberhasilan usaha menjahit berbasis
koperasi yang dipasarkan secara digital di Lampung Tengah. Kolaborasi antara pendamping sosial,
pemerintah desa, dan dinas sosial menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif
bagi pemberdayaan keluarga miskin. Oleh karena itu, penguatan ekosistem ini perlu diposisikan sebagai
strategi kunci agar PKH tidak sekadar menjadi program bantuan tunai, melainkan juga instrumen
pemberdayaan yang berkelanjutan.

Roadmap Digitalisasi PKH

Pembahasan ketiga menyoroti penyusunan roadmap digitalisasi PKH yang ditujukan untuk
meningkatkan transparansi serta efektivitas pelaksanaan program. Hasil penelitian mengungkapkan
bahwa penerapan digitalisasi sejak tahap registrasi, proses verifikasi, hingga monitoring dampak mampu
memperbaiki akurasi data sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan bantuan (Xiao et al., 2023). Di
Provinsi Lampung, sebagian pendamping sosial telah memanfaatkan aplikasi berbasis digital untuk
pelaporan, meskipun implementasinya belum merata di seluruh wilayah. Digitalisasi juga membuka
peluang bagi KPM dalam memasarkan produk usaha kecil melalui platform daring, sehingga memperluas
jangkauan pasar. Kendati demikian, hambatan masih ditemui pada rendahnya literasi digital baik dari sisi
pendamping maupun KPM, ditambah keterbatasan infrastruktur jaringan di daerah pedesaan. Dengan
demikian, penyusunan roadmap digitalisasi perlu dilakukan secara bertahap, dimulai dari peningkatan
literasi digital, penyediaan sarana pendukung, hingga penguatan sistem monitoring berbasis data real-
time.

Pemberian Insentif Berbasis Kinerja

Pembahasan keempat menitikberatkan pada pentingnya pemberian insentif berbasis kinerja bagi
desa atau kecamatan yang berhasil mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial
(Andrews et al., 2021a). Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme insentif dapat mendorong
terciptanya kompetisi sehat antarwilayah dalam memperkuat kemandirian keluarga penerima manfaat.
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Sebagai contoh, desa yang mampu meningkatkan jumlah KPM mandiri layak memperoleh tambahan
alokasi dana pembangunan atau mendapatkan prioritas dalam program tertentu. Skema ini akan
mendorong pemerintah desa untuk lebih proaktif dalam mendukung peran pendamping sosial serta
mengintegrasikan PKH dengan agenda pembangunan lokal. Meski demikian, insentif perlu disalurkan
secara adil dan transparan dengan mengacu pada indikator kinerja yang terukur (Andrews et al., 2021b).
Dengan strategi tersebut, PKH bukan sekadar program bantuan, tetapi juga menjadi instrumen
transformasi sosial yang berorientasi pada peningkatan kemandirian.

Monitoring dan Evaluasi Berkala

Pembahasan terakhir menyoroti urgensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) secara
rutin dengan pendekatan yang partisipatif dan transparan (Colla et al., 2023a). Hasil penelitian
mengindikasikan bahwa efektivitas PKH di Lampung masih terbatas akibat mekanisme evaluasi yang
cenderung bersifat administratif saja. Dengan melibatkan lembaga independen, masyarakat, serta
Keluarga Penerima Manfaat (KPM), proses Monev dapat menghasilkan data yang lebih akurat sekaligus
meningkatkan akuntabilitas program. Pendekatan partisipatif memungkinkan KPM menyampaikan
kebutuhan dan kendala yang mereka hadapi, sehingga kebijakan dapat lebih responsif terhadap kondisi
nyata (Colla et al., 2023b). Transparansi dalam pelaporan hasil evaluasi juga berperan dalam
membangun kepercayaan masyarakat terhadap program. Oleh sebab itu, monitoring dan evaluasi yang
dilaksanakan secara sistematis menjadi instrumen krusial untuk menilai kinerja pendamping sosial,
efektivitas pelaksanaan kebijakan, dan keberlanjutan PKH sebagai program pemberdayaan di Provinsi
Lampung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendamping sosial PKH di Provinsi
Lampung memiliki peran strategis yang penting dalam meningkatkan efektivitas program. Pendamping
sosial tidak hanya berperan sebagai fasilitator distribusi bantuan, tetapi juga sebagai agen perubahan
yang mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memanfaatkan program secara maksimal.
Tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi
lintas sektor, yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan program. Penelitian ini menunjukkan bahwa
intervensi seperti pelatihan berjenjang, pemberian insentif yang sesuai, serta integrasi dengan program
pemberdayaan ekonomi memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kinerja pendamping sosial
sekaligus meningkatkan kemandirian KPM.

Selain itu, penerapan roadmap digitalisasi PKH dan monitoring partisipatif terbukti menjadi langkah
krusial dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta keberlanjutan program. Dengan strategi
tersebut, efektivitas PKH di Lampung dapat ditingkatkan secara konsisten, sekaligus mengurangi
ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. Penelitian ini menekankan bahwa penguatan
kompetensi pendamping sosial, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi digital merupakan
faktor penentu keberhasilan program. Oleh karena itu, kebijakan yang dirancang secara strategis dan
mencakup aspek SDM, teknologi, serta pemberdayaan ekonomi menjadi kunci dalam mewujudkan PKH
yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi
Lampung.
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